
BUPATI ACEI{ IJTARA
PROVINSI ACET.I

PERATURAN ]3UTATI ACtrH UTARA

NOMOR 55 raur,N 2017

TEr\TAI\lC

PETUNJ UK TEI(NIS PENYALURAN SUI3SIDI PANGAN BERAS SEJAHTERA
KABUPATIIN ACE,H UTARA

BI S MI LLAh I RRAH MAN i RRAHI M
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA I)ENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAI_I Y.{NG MP.HA KUASA

BUPATI ACEH UTAIIA,

Menimlrang : a. batrwa untuk Ketenlrur.n p.rsatl 7 Keputusan Bersama Menteri
Dalam Negeri dar-r I)ir:rtur Utama perum Bulog Nomor 2s
Tahun 2oo3 cla, Nonror pKI(- 12lor 12003 tentang
Pelaksanaan Prograrn B:rars untuk Keluarga Miskin serta
surat Menteri l<.oordinator Bidang pembangunan Manusia
dan Kebudayaan Nonror B r2lMENKo /pMK/Irl2017 perihal
Penetapan Alokasi Prrgur Surlrsicri Rastra dan Bantuan pangan
Non-Tunai (llPN'l) provinsi Tahun 2Ol7 yang
pelal<sanaannya meugacLr pacla pedoman Ijmum Subsidi
Pangan (Rastra) 20',T perlu menete.pkan pr:tunjuk Teknis
Penyaluran Subsicii Pi,rngarr Eeras Sejahtera;

b. bahwa berdasarkern pr:rtimbangan sebagairr.,ana climaksud
da-lam huruf a, perlu merietapkan peraturan Bupati Aceh
Utara tentang Pcttlnjr-rk Tekn,s penyaluran fjr_rbsicii pangan
Beras Sejahtera Kabr-tpaten Aceh Utara.

Mengingat: 1. Undang-Undanrl Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah c)tonr:m I(abupaten-Kabupaten dalam
Lingkungan Daeral-r prop^ns. Sumatera Utara;

2. undang-Undanr-l Nornor. li rahun 2006 tentang
Pemerintahan Acch;

3. Undang-Undang No.or 11 Tahun 2oog tentang
Kesej ahteraan Sosierl,

4- Undang-Undang No,.r' rg rahun 2012 tentarrg pangan;

5- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daera..lr sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir deug-r. rJ.rdang-Urrclang Nomor 9 Tahun 20i5
tentang Perubahan Kedua. Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2Ol4 tentzrng Pemerintahan Daerah;
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6. Peraturan Pemerintah Norncrr 60'l'ahun 2oog rentang sistem
PengendalianlnterrrPenrerintatr;,

7 . Peraturan Perrre,'intair irlom<.,,r lT Tahun 2015 tentang
Ketahanan Pangar, dan (]izi;

8. Peraturan Prer-,iden Nornor 15 Tahun:2010 tentang
Percepatan Penanggtrlangan Kemiskirran sebagaimana telah
diubah beberapa kriri rerakhir dengan peraturan presiclen
Nomor 96 Tahun 201s t-enrang perubahan Atas peraturan
Presiden Nomor 1s rar.rn 2010 tentang percepatan
Penanggulange.n I(emiskir ran ;

9. Peraturan Preside^r Nornor 70 rahtrn 2ol2 pelaksanaan
Pengadaan Barang f ,Jas^:,

10. Peraturan Presiderr |lomor 48 Tahun 2016 tentang
Penugasan Kepada perusahaan Umum (perum) Bulog dalam
rangka Ketahalan Fangan Nasionai;

ll.Peraturan Menteri Daiam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pecioma, pengclolaan Ke,angan Daerah
sebagaimana telah cliubah cengan peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 2t rahun 2orr tentang perubahan Atas
Peraturan Mentcri l)rrrarn I,tregeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedomar: pengt:lolaan Keuangan Daer:rh ;

12. Peraturan Menteri D.rlarn l\legeri Nomor 42 ,l,e-hun 2olo
tentang Tim I(oo:clina.si Denanggulangarr Kemiskinan
Provinsi Kabupaten f lic:te ,,

13. Peraturan Mer-iteri Sosial Nomor 24 Tahun 2or3 tentang
Tenaga Kesejahteraeln Sosir-ri I(ecamatan.

14. Keputusan berserma Menteri Dalam Negeri dengan Direktur
Alomot :25 -Tahun _2003

Utama Perum tsULCC] l\tt)rttor: PKK -12/07 /2Ct03 tentang
Pelaksanaan Prograrn Beras trntuk Keluarga Miskin;

MEM []'I'US]K\N:

Menetapkan : PERATURAI{ B UpA.Ti ACEH
PETUNJUK TEKNIS PtrNYALURAN
BERAS SEJAHTERI\

UTARA TENTANG
SUBSiDI PANGAN

BAB i
I(trTI'I\I'iUAN UMUI\{

Pasal 1

Dalarn Peraturan Bupati ini yeing dimaksud dengan:
1. Beras Sejahrera yar.g selanjutnl.a disebut RASTRA adatah

beras yang ciibe.ira, bagi masyarakat berpendapatan
rendah.
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2- Program Rastrar ('3cri's Sejahtera) adalah program subsidi
pangan (bera.s) bagi nra.syarakat berpendilpatan rendah
dalam jumlah dan herrsir tert_entu.

3. Keluarga Perrerirnn Mnniaat yang selanjutnya disebut I(pM
adalah keluargrr ya.g berhak menerinla beras dari
Program Rastra se s'-r&i data, yang diterbitkan dari
Pemutakhiran Basis Data Terpadu yang dikelola oleh
TNP2K dan pem.';akhiran Daftar penerima Manfaat (DpM)
oleh llusyawarah Garnpong.

4. Pagu Beras ScjiLl-rtera )'ang selanjutnya disebut pagu
Rastra adalalr alokasi jrrrnlah KPNI Rastra atau jumlah
beras yang dinlokasika^ bagi KpM Rastra pada tahun
tertentu.

5. Petunjuk 'lcl<nrs pt:ryeiluran Subsidi pangan Beras
Sejahtera yang selnrrjutnya disebut Juknis Rastra adalah
panduan pelaksanrLarn program Rastra di tingkat
kabupaten vilng cli.^lrsun sesuai dengan situasi dan
kondisi setempa,i sel,'i.,3Eii penaraman dari pedoman Umum
Subsidi Pangan (friistra) darr petunjuk pelaksanaan
Penyaluran Rasl<in,/Rastra. 

:

6. Gampong e.clalah I"esat.-ran rnasyarakat hukum yang
memiliki batas .,,,,ilayah ).ang berwenang untuk mengatur
dan mengLlrus u.usalr pemerintahan, kepentingan
masyarakat ssternpal bc^clasarkan prakarsa masyarakat,
hak asal usLll, dzr,/atau hak traclisiaonal yang diakui dan
dihormati dala sistem pemerintahan Negara Kesatuan
Republik Indonesia. ,

7 - Geuchik adaiah pirnpiner. suatu garnpong yang memiliki
kewenanga. untul< menyerenggarakan Llrusan rumah
tangga scndiri.

8. Musyawarah adarah
dan/atau l.,ecamalarr

forum pertemuan di gampong
y:rng melibatkan aparat terkait

untuk metak',kan koordinasi penyesuaian pagu maupun
mem,rtalchirkan dal't-ar I(PM.

9. Satuan Kerja Br:.'r.s sejatrtera yang selanjutnya clisebut
Satker Rastra r.clalL.rr satuan kerja pelaksana distribusi
Raastra yang cliber: t,k da, ditetapkan oleh perum
BULOG.

10. Perusahaan Umrrm Eadan Urusan L,cgistik yang
selanjutnya diseb,-rt pcrum BULOG adalah Badan Usaha
yang ditunjuk rintuk nterangani pangan.

11. Titik Distribusi yang selanjutnya disebrrt TD adalah
fasilitas pr-rblik sebagai tempat atau lokasi penyerahan
Rastra dari satker Rast.a perum BIJLOG kepada
Pelaksana Distribr-rsi Rastra, atau lokrisi lain yang
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disepakati secar.r '-ertul^s oleh pemerintah Kabupaten
dengan Perum BULOG herdasarkan Kepul.usan Bersama
Muspika/ Forkonrnirnl<a Inasing-masing Kecamatan.

12. Titik Bagi yan3 scii n_rutnya disebut TB adalah lokasi
penyerahan Rastra yarig striltegis dan tt:rjangkau oleh
I(PM yang telah cliseplLkali oleh pelaksana Distribusi dan
KPM setempat.

13. surat Permintaan Alokasi yang selanjutnya disebut SpA
adalah Surat P.:rnrintaan Alokasi yang dibuat oleh
Sekretaris Daerah atas nama Br-rpati kepada perum
BULOG berdasarkan alokasi pagu Rastra.

14. Dattar Penerirrra Nlanlaat yang selanjutnya disebut DpM-1
adalah Model Daltai' ^)enerima Manfaat Rastra di gampong
setelah dilalrr.rkan pemutal:hirarr data KpM yang
bersumber cari Pcrnutak^:iran Basis Data Terpadu TNP2K
untuk Program Rast:a melalui mekanisme musyawarah
gampong.

15. Daftar Realisasi Fer,juralan Rastra yang selanjutnya
disebut DPM 2 adalah A{odel Daftar penju''.alan Rastra di
gampong.

16. Formuiir Rekapitr-rlirsi Pengganti yang selarrjutnya disebut
FRP adalah Formu,'-ir pencatatan KpM yalrg diganti dan
KPM pengarrti hasil perubahan data KpM Rastra melalui
musyawarah 3an rllor -9.

17. Harga Tebus Rastra yarg selanjutnya diseL,ut HTR adalah
I{arga'lebus Rilsr-ra cii l'D .vang harus dibayarr oreh KpM.

18. Berita Acara Scrarh Terima Rastra yarrg selanjr_rtnya
disebut BA:^'l' arlalah bukti serah ierima Rastra
berdasarkan SPI dari Br-ipati atau pejabat yang ditunjuk
yang ditar-r.dar-rngairi satker Rastra perurn BULOG dan
Pelaksana Disrrib'lsr

19. Unit Pengadlrarn rvlasya.raka: yang seranjutnya disebut
UPM adalah U,it l:erja ) ang bertug;Ls menangani
pengaduan pe)alcsarr&ar': Program Rastra.

20. Tenaga Kesejahrr:r'aarn Sosial Kecamatan yang selanjutnya
disebut TKSK adalah seseorang ),ang diberi tugas, fungsi,
dan kewenarrga-r oreh Kementerian Sosial clan/atau
ciinas/ instansj sosial provinsi, dinas/ ir:stansi sosial
kabupaten/kota r;elama iangka waktu tertentu untuk
rnelakukan p(inartzruan dan pelaporarr peiaksanaan
Program Rastra, sesua- dengan wilayah penugasan di
tingkat kecama tan.
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21. Tim Koordineisi i)enarrggulangan Kemiskinan yang
selanjutnya drsebr-rt Tripi., adalah wadah lirrtas sektor dan
lintas pemangku l;c-pentingan dalarn rnengkoordinasikan
dan mengendalike.n program penanggulangan kemiskinan
di daerah kabuperten.

BAB II
TUJUAN, SASAPAN DAN MANFAAT

Bagian Kesatu

T\rjuran iJan Sasaran

Pas:rl 2

(1) Program Rastra ber[ujr-ran untuk mengurangi beban
pengeluaran I(eluarga penerima Manfaat melalui
pemenuhan sebagian kebr_ltuhan palgan beras.

(2) Program Rast. sebagaimiina climaksud pada ayat (1)
dengan saserrrur r-.ntrrk rnengurangi beban pengeluaran
KPM dalam mc:',cr:l<l.pi k,:br_rtuhan pangan L,eras.

Eagian I(edua

M;rnfaat

Pasal 3

Manfaat Prograrn Ra.stra sebagai berikrrt :

a. Peningkatan ketathanarr pangan di tingkat rumah tangga
sasaran, sekaligurs mel<anisme perlindungan sosial dan
penarr ggulan gar-r kr.l ntr s1,,in r,ir: ;

b. Peningkatan akses ila.rlgan secara fisik beras tersedia di rD;
c. Secara ekonomi hi,rrga jua-l yang terjangkau kepada KpM,
d. Sebagai pasar blrgi rtrLsil r-isaha tani padi;
e. Stabilisasi han4a l'rer:rs di pasaran;
f. Pengendalian inllasi clan menjaga stok pangan;
g. Mernbantu pertumL.uha^t el<onomi darerah.

BAB III
PELAI(SAN.^ A..i PROGRAM RASTRA

Pasal 4

(1) Pemerintah l(abr-rpaten darram mendukung pelaksanaan
Program RastriL rnembcntuk Tim Koordinasi Rastra.

(2) Tim Koordinasi Rastra sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) terdiri dari:
a. Tim Koordina;i R:r;tra;
b. Tim Koorclinasi ltastra I(ecamatan;
c. Satker Rastrar;
d. Pelaksana Distribr:si Rastra.
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Frasar 5

(1)Tim Koordinasi Rrrstr; sel-ragarirrana dimaksud dalam pasal
4 ayat (2) hurr-rf it tercliri clari:
a Pembina;
b. Ketua;
c. Sekretaris;
d. Bidang-biCetng;
e. Anggota.

(2) Tim Koordinasi ^Raslra s,:bagaimana dimaksud pada ayat
(1) mempunr-ai tng-rs setragai berikut:
a. Melakukan l:oorclii-iasi perelrcanaan;
b. Menyrr.sun anggararr;
c. Melaksan:,,kirr.i sosiali:;asi;
d. IVlelaksanakan perr.yalrtran;
e. Memeriksa l<ualiLarsr dan kueintitas beras;
f. Monitoring dan evalua si;
g. Penanganan pr--ngacl uan,
h. Menentukan pola ;,enyaluran Rastra ;

i. Menyusun iiLporan berdasarkan hasil iaporan dari
kecamatan untuk clisa-nparkan kepada 'lim Koordinasi
Rastra Provinsi.

(3) Tim Koordinasi RersLrar r;r--br.gaimana dimaksud pada ayat
(1) ditetapkan rierrgan l<eputusan Bupati.

Pasal 6

(i) Tim Koordinasi R.rstt-rL Iier-:amatan sebagainrana dimaksud
dalam Persal 4 ayat (i2) hun_rf b terdiri dari :

a. Ketua;
b. Sekretaris;
c. Bidang-bioanli;
d. Anggota.

(2) Tim Koordinasi lRarstra I(.:camatarr sebagainrana dimaksud
pada ayat (1) rne^rr;uLnyai tugas sebagai berikut:
a. Merencanal<arL;
b. Melaksanakan itenyaluran;
c. Memeriksa kualitas c,"an kuantitas beras;
d. Mengendalikan;
e. Melaksanakan scsralsasi.
f. Monitoring darn evalu.rsi;
g. Menyusun lapor^n berdasarkan hasil laporan dari

gampong trntuk disampaikan kepada ,lim Koordinasi
Rastra Kabupatcn.

(3) Dalam penrlampingar pelal<sanaan prog'am Rastra di
kecamatan dan gampong cltrnat melibatkan TKSK.

(a) Tim Koordinasi Rarstra liccamatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (r) cli:etapkan de:ngtrn Keputusan Camat.
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Pasal 7

(1) Satker Rastra sebagairnana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(21 huruf c ditetapkern dengan Keputusan Kepala Perum
BULOG.

(2) Satker Rast.'a sebagairrana dimaksud pada ayat (1)

mempunyai tugas:
a. Mengantar dan mer'.1,erahkan Rastra kepada Pejabat

Penerima Rerstra di lD;

b. Mengganti Rastra ) ang tiC.ak sesuai ciengan kuaiitas dan
kuantitaskebijakan oerberasan yang berlaku dalam
waktu paling larna 2 x 24 ja-;

c. Menyelesaikan administrasi Rastra;

Pasal 8

(1) Pelaksana Distribusr Rastra sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 ayat (2) huruf d terdiri dari :

a. Ketua;
b. Sekretaris;
c. Anggota.

(2) Pelaksana Distribusi r?astra sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) mempunyai t.rgas sebagai berikut:
a. Memeriksa krralita.s dan kuantitas beras;
b. Menerima ber.ls dari Satker Rastra;
c. Menyerahkan beras kepada KPM;
d. Menerima uang pembayaran HTR dari KPM untuk

selanjut;rya disetorkan ke Rekening Bank yang
ditunjuk oleh Perurn BLILOG;

e. Menyelesaikan adminisrasi.

(3) Pelaksana Distribrrsi. Rasrra sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditetaplcan dengan Keputusan Geuchiek.

BAB IV
PERENCAI\IAAN DAN PENGANGGARAN

Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 9

Perencanaan Program Rastra meliputi :

a. Penetapan Pagu Rastra setiap tahun;
b. Penetapan KPM;
c. Penetapan TD;
d. Penetapan TB;
e. Penyaluran Rastra.
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Pasal 1O

(1) Penetapan pagl,. llastra setiap tahun sebagaimana
dimaksud dalam pasal t huruf a, merupakan besaran
jumlah beras yang dialokasikan untuk KPM.

(2,) Pagu Rastra sebi*gaimana dimaksud pada ayat (1)
dialokasikan urrtuk KPM di setierp kecamatan dan gampong.

(3) Pagu Rastra sebagaimana dimasud pada ayat (2) ditetapkan
dengan Keputusan Bupati berdasarkan pagu yang
ditetapkan oieh Grrbernur.

Pasal 1 1

(1) Penetapan KPM sehagarmana dimaksud dalam pasal 9 huruf
b diterbitkan dari Pemr-r'.akhiran Basis Data Terpadu yang
dikelola oleh (TNP2K) dan ditetapkan oleh Kementerian
Koordinator Bidang Pemhangunan Manusia Dan
Kebudayaan.

(2) Penetapan KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dilakukan validasi dan pernr-rtakhiran DPM berdasarkan
Musyawarah Gampong.

(3) Hasil validasi dan pemutakhiran data KPM sebagaimana
dimaksud pada aye-t ('2) dilaporkan kepada Tim Koordinasi
Kabupaten melalur Tirn Koordinasi Kecamatan.

Pasal 12

(1) Penetapan TD sebage-imana dimaksud dalam Pasal t huruf
c ditetapkan dengan Kesepakatan Forkopimka.

(2) Kesepakatarr Forkopirnka sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) berdasar:kan pertimbangan:
a. Luas wilayah;
b. Kondisi geogralis;
c. Keamanan;
d. Tempat penamp,urrgi:rrr beras;

Pasai 13

Penetapan TB sebage"imana dimaksud dalam Pasal t huruf d
diter-apkan berdasarkan hasil kesepakatan antara Pemerintah
Gampong (Pelaksana Distribusi Rastra) dengan KPM setempat
yang dianggap mengurrtungkan, strategis dan mudah
dijangkau oleh F.PM.
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Pasal 14

(1) Penyaluran Rastra seba3aimana dimaksud dalam pasal 9
huruf e dilakukan oleh Satker Rastra setelah dikeluarkan
SPA.

(2) Berdasarka.n SPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Sat-ker Rastra menyalurkan Rastra ke TD.

(3) Penyaluran Rastrn dari ID sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) ke TB ),ang menjercL tanggung jawab Pelaksana
Distribusi Rastrei.

(a) Masyarakat dapat berpariisipasi secara sukarela untuk
membantu peityahtran Rastra dari TD ke TB.

Pasal 15

(1) Penyaluran Rash'a dilakukan setiap bulan alokasi.

(2) Dalam hal Rastra tidak dapat dilakukan secara rutin setiap
bulan maka jad'wal pendistribusiarr Rastra dilaksanakan
per 3 (tiga) bulan a,au sesuai ctengan waktu yang
ditetapkan oleh Bupati.

(3) Dalam proses penyalurzrn dapat disediakan fasilitas gudang
penampungan Rastra s:mentara.

(4) Besarnya biaya sewa gudang tempat penampungan Rastra
sementara disesuaikan dengan kemampuan daerah.

Bagian Kedua

Penganggaran

Pasal 16

Pemerintah Kabupaten rnengalokasikan anggaran untuk
keperluan Program Rastra setiap tahun sesurai kemampuan
keuangar: daerah.

BAB V
PERUBAH,\N PENERIMA MANFAAT

Pasal 17

(1) Penerima Manfaat dapat dilakukan pemutakhiran danl
atau perubahan jika terjadr ketrdaksesuaian antara kondisi
riil di gampong oengan data yang diterima.

(2) Pemutakhiran danlatau penrbahan penerima manfaat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu
dilakukan musyawarah.

(3) Hasil musyawarah pent takhiran dan/atau perubahan data
sebagaimana oimaksud pada ayat (2) dibuat dalan Berita
Acara dan hasilnya dilaporkan secara berjenjang kepada
Tim Koodrnasi Rastra.
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BAB VI
SOSIALISASI, MONITORING DAN EVALUASI

Bagian Kesatu

Sosialisasi

Pasal 18

(1) Sosialisasi F,enyaluran Rastra dilaksanakan oleh Tim
Koordinasi Rastra secara berjenjang.

(2) Sosialisasi dapat dilakukan dengan strategi komunikasi
seperti pertemuan, ralrat koordinasi, materi cetak, media
penyiaran, media luar ruang, media baru serta media
tradisional.

-lagian Kedua
Pernantauan dan Evaluasi

Pasal 19

(1) Pemant:ruan dan evaluasi program Rastra dilaksanakan
untuk mengetahuri realisasi penyaluran Rastra dan
identifikasi permasalahan yang menghambat pelaksanaan
penyaluran serta menceu'ikan solusi untuk memecahkan
permasalahan.

(2) Pemantauan dan evaluasi Program Rastra dilakukan secara
berjenjang sesuai dengan kebutuhan.

(3) Pemantauan darr evaluasi dapat dilaksanakan dengan
metode kunjungan lapangan, rapat koordinasi, pemantauan
media dan peiaporan.

(4) Dalam proses Pema;rtauan dan evaluasi pelaksanaan
Program Rastra dapat dikoordinasikan dengan TKPK
Kabupaten.

LAB VII
BIAYA I\NGKUT DAN HTR

Ragian Kesatu

Bia-v'a Angkut

Pasal 20

(1) Pemerintah Kabupaten lapat mengalokasikan Biaya Angkut
Rastra dari TD sampai TB sesuai dengan kemampuan
daerah.

(21 Biaya Angkut Rastra sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

disalurkan secara penrrh tanpa potongan pajak.

(3) Kelengkapan adnrinistrasi Biaya Angkut Rastra
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
a. Surat Perjanjian Pemberian Bantuan;
b. Surat Pernyataarn Siap Melaksanakan Pekerjaan;
c. Berita Acara Pembayaran;
d. Kv.ritansi.
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IJagian Kedua

I{arga Tebus Rastra

Pasal 21

(1) Besarnya HTR di'nD sest'ai dengan Ketentuan Pemerintah.
(2) Pembayaran HTR dari KPM kepada Pelaksana Distribusi

Rastra dilakukan secara tunai yang selanjutrrya disetor ke
Rekening Bank l,ang ditentukan oleh Perum BULOG, baik
dari Pelaksane-r Distribusi Rastra maupun yang dibayar
langsung oleh Pemerinr:ah Kabupaten.

(3) Pemerintah Kabupaten dapat mengalokasikan anggaran
subsidi HTR sest:ai dengan kemampuan daerah.

(4) Subsidi HTR sebagairnana dimaksud pada ayat (3) dibayar
per triwuian setelah adanya Surat Permintaan pembayaran
dari Perum BULOG.

(5) Kelengkapan adrninistrasi subsidi HTR sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) adalah:
a. SPA;

b. BAST;
c. Surat Perjanjian Kerja Sama;
d. Berita Acara Pembayaran;
e. Kwitansi.

RAB VIII
PENGAWASA.N DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Pengannrasan

Pasal 22

(1) Pengawasan pelaksanaan penyaluran Rastra Kabupaten
dibawah koorcli:rasi Inspektur Kabupaten.

(2) Selain pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
pengawasan pelaksaaaan Program Rastra dapat
dilaksanakan dengan nrelibatkan peran aktif masyarakat.

Pasal 23

(1) Pengawasan Program Rastra menggunakan indikator
penilaian sebagai berikut :

a. 'lepat Sasaran;
b. Tepat Jumlah;
c. Tepat Harga ;

d. Tepat Wak[u;
e. Tepat Adminrstrasi; dan
f. Tepat Kualitas;

(2) Pengawasan Prograrn Rastra sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a diterikan hanya kepada KpM sesuai
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dengan Pemutakhiran Basis Data Terpadu TNp2K yang
disahkan oleh Kemenl.o BiCang pembangunan Manusia dan
Kebudayaan ser.a pemutakhiran dan/atau perubahan data
oleh Musyarrvarah (iampong.

(3) Pengawasan Progra.m ^Rastra sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b jumlah Raskin yang merupakan hak KpM
sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(4) Pengawasan Program Rastra scbgaimara dirnaksud pada
ayat (1) huruf c H"fR di TD sesuai ketetapan pemerintah.

(5) Pengawasan Prograrn Ra stra sebgaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf d waktu pelaksanaan penyaluran Rastra
kepada KPM sesuai dengatr rencana penyaluran.

(6) Pengawasan Program Rastra sebgaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf e terpenuhinya persyaratan administrasi
secara benar, tertib dan lengkap.

(7) Pengawasan Program Rastr.a sebgaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf f terpenuhinya persyaratan kualitas beras
sesuai dengan Intruksi Presiden tentang Kebijakan
Perberasan yang t erlaku.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 24

(1) Peiaksana Distribusi Rastra melaporkan pelaksanaan
Program Rastra kepada Tim Koordinasi Rastra Kecamatan
secara periodik, terdiri dari : DPM- 1 , DpM-2, Berita Acara
Musyavzarah Gampong maupun F-RP.

(2) Tim Koordinasi Rasira Kecamatan melaporkan pelaksanaan
Program Rastra kepada Tim Koordinasi Rastr-a Kabupaten
secara periodik sesuai Laporan Pelaksanaan model LT-O dan
Berita Acara lvlusyar,n,alan Kecamatan.

(3) Tim Koordinasi RastraL Kabupaten melaporkan petaksanaan
Program Rastra kepaoa T,m Koordinasi Rastra Provinsi secara
periodik sesuai I.apor an Pela ksanaan Model LT- 1.

(4) Perum BULOG melaporkan pelaksanaan pen).a,iuran Rastra
kepada Ketua Tim KoorCinasi Rastra Kabupaten secara
periodik.

(5) Laporan Akhir pelaksanaan Program Rastra dibuat oleh Tim
Koordinasi Rastra Kabt:paten pada akhir tahun dengan
tembusan kepada TKPK Kabupaten.

(6) Laporan realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan kegiatan
Program Rastra dileLporkan secara periodik kepada Bupati.
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Pasal 25
Format lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat
(1), ayat (21 dan ayat (3) tercanturn dalam lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dengan peraturan Bupati
ini.

BAB IX
PENGA)UAN

Pasal 26

(1) Untuk menampung pengaduan terhadap pelaksanaan
P:ogram Rastra dapat dibentuk- UPM yang merupakan bagian
dari Tim Koordinasi Rastra.

(2) UPM sebagaiman clirraksrrcl dalam ayat (1) terdiri dari :

a. Ketua;

b. Sekretaris;

c. Anggota.

(3) UPM sebagaimana dimal<suC pada ayat (2) mempunyai tugas
sebagai berikut :

a. Itrlengkoordinasikan progl'am bersama dengan instansi
terkait dalam rangka menindaktanjuti pengaduan
masyarakat terkait Program Rastra;

b. Melakukan pemantauan dan menindaklajuti pengaduan
masyarakat terkait Program Rastra;

c. Mengevaluasikan peiarlcsanaan kegiatan pengaduan
Program Rastra.

d. Melaporkan pelakseirraan kegiatan kepada Tim Koordinasi
Rastra.

Pasal 27

(1) UPN,{ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2)

dibawah kocrdinasi SKPD yang membidangi Pemberdayaan
Masyarakat.

(2) Laporan UPM rnenja.di bagian dari Laporan Akhir
Pelaksanaan Program Rastra.

(3) UPM dibentuk dengan Keputusan Bupati.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pr-tsal 28

Pada saat Peraturan Bup,lti ini mulai berlaku maka:
a. Penyaluran Rastra yang telah dilaksanakan

Peraturan Bupati ini berlaku tetap berlaku.
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b. Penyaluran Rastra yang sedang dilaksanakan sebelum
Peraturan Bupati ini berlaku wajib menyesuaikan dengan
Peraturan Bupati ini.

BAB XI

PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan
Bupati Aceh Utara Nomor 15 Tahun 2016 tentang Petunjuk
Teknis Penyaluran Beras Miskin Kabupaten Aceh Utara, dicabut
dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui dan memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 25 Juh2OLT M

1 Dzulqaidahl43B H

BUPATI ACEH UTARANIC '

H. MUHAMMAD THAIB

Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 25 Juli 2017 M

1 Dzulqaidahl438 H

,$L DAERAH

AZTZ

BERITA KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2OI7 NOMOR 55

'L
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Lampirar I

Model DPM-1

Provil:tsi

Kabupaten
Kecamatai
Gaapofrg

Mengetahui
Caaat,

(Tanda Tangan datt Stempel)

(Naoa Jelas)

DAT"[ AR PEI{ERIUA MANFAAT
PROGRAM RASTRA TAHUN ........

Ditetapkan
Geuchik,

flanda Tarrgan dan Stempel)

(NalBa JeLas)

No Na.tr1a
Kepala Keluarga

Nama Pasangan
Kepala Keluaiga

NaEa Anggota
Keluarga lain

Ala4at Lengkap

1 2 3 4 5
1

2

3
4
5
6

7
a

10

11

12

13

l5
l6
t7
1a

19

20
21

Dst

JUMLAH

15
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Lampiran 2

Model DPM-2

DAT"TAR RTALISASI PBITYALI'RAN BERAS RA.STRA TAHI'IT
(BUL/lIt: ..........................1

Provinsi
Kabupaten
Kecamatan
Gao.pong
Dusun

No Nan]a Ala@at l,€flgkap Jumlah (Kg) Harga (Rp")
Talda Tangan

KPM
1 2 4 5

1

2

3

4
5

6

7

B

9

10

1l
12

13

14

15

16

17

1a

19

20
2l
Dst

JUMI-{H

") Harga yanS dibayarkan oleh KPM

Mengetahui
Geuchik,

(landa Tangan darr Steopel)

(Nama Jel,as)

Tit.ik Distribusi
Ketua Pelaksana Distribusi

(Tanda Tangan)

(Nama Jelas)
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Lam ran 3

CONTOH BERITA ACARA MUSGAM

BERITA ACARA MUSYAWARATI GAMPONG

Gampong Kabupaten

Kecamatan Provinsi

Berdasarkan Surat Bupati Nomor
tentang Penetapan Pagu dan Distribusi Rastra tahun

tanggal
maka Masyarakat Gampong

....., Kecamatan ......... Kabupaten .., Provinsi
menyelenggarakan Musyawarah Gampong, pada :

Hari
Tanggal

Dengan peserta sebagai berikut :

1. Aparat Gampong
2. Perwakilan Tokoh Agama/Tokoh Masyarakat
3. Perwakilan KPM Rastra

Dengan kesepakatan sebagai berikut :

Menyatakan terjadi perubahan DPM dengan rincian sebagai berikut ini :

1. Jumlah KPM dalam DPM

2. Jumlah KPM yang diganti karena :

a. Pindah (keluar dari gampong)
b. Seluruh anggota keluarga meninggal (tanpa ahli waris)
c. Keluarga tercatat dua kali dalam DPM awal
d. Keluarga dianggap suda-h mampu

3. Jumlah KPM pengganti (2a+ 2b+ 2c+ 2d) adalah

Keluarga

Orang
Orang
Orang

Keluarga
Keluarga
Keluarga
Keluarga

Keluarga

dan menyatakan bahwa jumlah KPM yang diganti adalah sama dengan jumlah KPM
Pengganti.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana
mestinya.

(Ternpat) (Tanggal)

Perwakilan Tokoh
Agama/Masyarakat

Tanda Taagan & Stempel

Geuchik, Tuha Peut,

Tanda Tangan & Stempel Tanda Tangan & Stempel

(

(.

Nama Jelas

Perwakilan KPM,

Tanda Tangan

Nama Jelas

Perwakilan KPM,

Tanda Tangan

Nama Jelas

Perwakilan KPM,

Tanda Tangan

.)(

)(

)(.

)( ..)
Nama Jelas Nama Jelas Nama Jelas
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Lampiran 4

Foraultr Rekapltulati Peaggaatt (fRP) Tabu! .......
Ketuarga Penerioa Maafa.at IXPU)

Kecamatan
Gaflpong

Kellrarga Yaflg Diganti (sesuai DPM Rastra) Keluarga Peigganti

Alamat
No. Kode

Keluarga/
KeluarAa

Dalam DPM

Nalna
Kepala

Keluarga

Nama
Pasangan

Kepala
Keluarga

Alasa, dikeluarkan
(Beri Tanda " V " disalah satu kotak)

No. Kartu
Keluarga

Kepala Keluarga Pasaagan Kepala Kellrarga Anggota Keluarga Lain

Pindah

Semua
Anggota
KeluarAa

Sudah Walat
Data Ganda

Sudah
Marnpu

Nama NIK Narna NIK Nama NIK

1 2 3 1 5 7 8 9 10 1t 12 13 11 15

Provinsi
Kabupeten

Fomulir ini dapat diperbanyak sesuai kebutuhd

(tanda tangan & stempel)

...., tsr99a1 ....................

Diketahui oleh
Cieuchik,

(tanda tangan & stemp€l)

Mengetahui
Camat

(.,..............................,......)

6



Nomor

Lampiran
Perihal Laporan Pelalsauaa.E Program Rastra

Bulan Tahua

Kepada YtJ: :

Ketua Tim Koordinasi Rastra Kabupaten
di

Dengan lni 6[isampaikan Laporan Pelaksanaan Program Rastra , bulan : .... Tahun .... sebagai berikut :

O1. Sosialisasi ..... (Isinya laporan tentang pelaksanaan
sosialisasi Progrsrn Rastra yang meliputi wilayah, peserta,
materi dan permasalahan yang dijumpai dilapangan, serta
pemecahannya.)

02 Penyaluran Beras

Larnpiran 5

Model LT- 0

: (Diuraikan hasil-hasil pemantauan; permasalahan dan saran
berdasarkan hasil penanganan pengaduan)

Hari
Pemantauan &
Evaluasi

Demikian disampaikan mohon maklum dan terimakasih.

Tim Koordinasi Rastra Kecarnatan

ftanda tangan 6 5lsmpel)

(NamaJelas)

03

No Gampong

Rencana Alokasi Realisasi

s.d
bulan lalu bulan ini s.d

bulan ini
s.d

bulan lalu bulan ini s.d
bulan ini

l" 2 3 4 5 6 7 8
1

2

3

+

dst
Jumlah
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Nomor
lampiran
Perihal Laporaa Pela&sanaan Program Rastra

Bulan ..... Tahun

KepadaYth:
Ketua Tim Koordinasi Rastra Provinsi .........
di

Dengan irri disampaikan Laporan Pelaksanaan Progra- Rastra , bulan : ..... Tahun ..... sebagai berikut

01. Sosialisasi ......... (Isinya laporan tentang pelaksanaan sosialisasi program
Rastra yang meliputi wilayah,peserta,materi dan permasalahan
yang dijumpai di lapangan, serta pemecahannya.

02 PenyaluranBeras

Hari
Pemantauan &
Evaluasi

Demikian disampaikan mohon maklum dan terimakasih.

lampirarr 6

Model LT- I

(Diuraikan hasil-hasil pemantauan; permasalahan dan saran
berdasarkan hasil penarrganan pengaduan)

Tim Koordinasi Rastra Kabupaten

(fanda tangan & Stempel)

(Nama Jelas)

o3

No Kecamatan

Rencana Alokasi Realisasi

s.d
bulan lalu bulan ini s.d

bulaxr ini
s.d

bulan lalu bulan ini s.d
bulan ini

1 2 3 4 5 6 7 8
1

2

3

+
dst

Jumlah
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